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A. Latar Belakang 
Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang undangan, dimiliki 
oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi 
utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai 
instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.
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Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah 
banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini 
sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel 
organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif 
dan yudikatif hingga ke BUMN. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur 
tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang 
tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni Undang-undang nomor 24 
Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3 
Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 31 
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
 Fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik 
perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena 
korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang 
menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan 
yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat 
kepada penguasa setempat. 
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B. Pembahasan 
Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi 
adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). 
Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang 
sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor).  
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti 
istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang 
berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang 
kepentingan umum.
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Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah 
Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor). 
Ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita 
perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang 
yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 
Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak 
pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak 
pidana korupsi. 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak 
pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan 
dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 
dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United 
Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo 
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk 
dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : 
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1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999). 
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999). 
3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau 
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau 
tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001). 
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 
atau. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang 
pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk 
diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001). 
5. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001: 
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual 
bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan 
perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau 
keselamatan negara dalam keadaan perang; 
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan 
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang 
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional 
Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan 
curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau 
d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara 
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja 
membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara 
dalam keadaan perang. 
e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima 
penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat 
membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam 
keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan 
perang. 
6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 
jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau 
membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang 
lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 tahun 
2001). 
7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 
sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 
administrasi (Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001). 
8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 
sengaja (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001): 
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai 
barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau 
membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; 
atau 
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau 
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 
9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan 
dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001). 
10. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 : 
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 
d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 
menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau 
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan 
untuk diadili; 
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 
f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut 
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 
merupakan utang; 
g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah 
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 
merupakan utang; 
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, 
seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan 
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau 
i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak 
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian 
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 
11. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001). 
12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 
atau kedudukan (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999). 
13. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas 
menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut 
sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang 
ini (Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999). 
C. Penutup 
1. Kesimpulan 
Dalam KUH Pidana terdapat pasal-pasal tertentu yang secara substansial 
terkandung makna dari pengertian korupsi. Ketentuan-ketentuan KUH Pidana dalam 
pengertian sempit sebenarnya sudah cukup mampu menampung dan mewadahi 
berbagai bentuk perilaku menyimpang yang di dalam kepustakaan dipahami sebagai 
korupsi. Misalnya kejahatan jabatan, kejahatan penyuapan, penggelapan dan 
sebagainya. Dalam perspektif perundang-undangan pidana diambil alih 
pengaturannya dan dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana korupsi. Kebijakan 
perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana telah mengalami dinamika 
yang luar biasa sebagai respon dan wujud kegalauan masyarakat terhadap masalah 
korupsi yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Hampir tidak ada satupun 
tindak pidan yang mendapatkan respons dan perhatian yang sangat luar biasa dari 
kebijakan perundang-undangan, selain tindak pidana korupsi. Sampai hari ini saja 
tercatat paling sedikit ada tujuh UU khusus yang secara normatif masih berlaku dan 
dapat dipergunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. UU 
tersebut meliputi : 
1. UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. 
2. UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
3. UU No. 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidan Korupsi. 
4. UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
5. UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
6. UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. 
7. UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 2003. 
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